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Salinan PUTUSAN
Nomor 1045/Pdt.G/2017/PA.Mkd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
Xxxx, lahir di Magelang tanggal 28 Pebruari tahun 1993, agama Islam,
pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan
Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Dusun Xxxx Rt.06/ Rw.01, Desa XxxX,
Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxx, lahir di Magelang pada tanggal 18 Agustus 1988, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat

tinggal di Dusun Xxxx, Desa XxxX,

Kecamatan  Candimulyo, Kabupaten
Magelang , selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 23 Maret 2017 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor
1045/Pdt.G/2017/PA.Mkd, tanggal 23 Maret 2017, Penggugat telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
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tanggal 25 Oktober 2013 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan Xxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor 194/113/X/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Xxxx Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat Tergugat di Dusun Xxxx Rt0O6/Rw.01, Desa XxxX,
Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'’daddukhul) dan belum dikaruniai orang
anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga
dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 28 Oktober 2013, karena sejak saat
itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang
disebabkan karena:
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua
Tergugat di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Candimulyo,
Kabupaten Magelang;
- Tergugat selama kepergiannya tersebut tidak pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat
dipergunakan oleh Penggugat sebagai nafkah dari Tergugat;
- Tergugat tidak pernah menjenguk dan memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat melalui keluarga
Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat dan keluarga
Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan,
akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena
perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah
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memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar
dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.
3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan
panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat
dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat

memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungjkid cg. Majelis Hakim dapat
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut :
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2 e Menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) Terhadap Penggugat (Xxxx);

3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan
yang seadil adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang
menghadap secara in persoon di persidangan;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang
menghadap secara in persoon di persidangan;
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Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat
tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan
bukti tertulis sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330810682930007 tanggal 24
April2013 atas nama Sumarni yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah
bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Srumbung  Kabupaten Magelang Nomor 194/113/X/2013, tanggal 25
Oktober 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah
bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan
dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. JAMALUDIN Bin TARMOJO, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS/Staf SMA, bertempat tinggal di Dusun Xxxx Rt.
02/Rw.01, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten
Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi kenal juga Tergugat
bernama Nasir yang berasal dari Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan
Candimulyo, Kabupaten Magelang, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, Penggugat
dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga hanya 1
(satu) minggu setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa atas kehendak sendiri Tergugat kembali ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga)
tahun;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah
rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap
rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
Saksi 2. SUPILIH HARTONO Bin KERTO SENJOYO, umur 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Xxxx
Rt.03/Rw.01, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten
Magelang menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tetangga
Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Nasir yang berasal dari Dusun
Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, Penggugat
dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,
sampai sekarang mereka telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah
rukun kembali;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1045/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun
dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan
menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya  pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan
sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita
acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga)
tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah seorang
yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Xxxx Rt.06/ Rw.01,
Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan
pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid
berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Duplikat
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak
tanggal 25 Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar
telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum
pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
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9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini

(Persona Standi In Judicio), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil

dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan
tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai
Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang
diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat
IVerstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat
(1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan
Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun
2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim
sebagai berikut :

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama Jamaludin bin Tarmojo dapat
diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai
mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang telah berpisah rumah sejak tahun 2013, selama berpisah rumah
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah
tangga dan tidak ada lagi diantara mereka saling kunjung mengunjungi;

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua Supilih Hartono bin Kerto
Senjoyo sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim,
karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan Penggugat dengan Tergugat
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telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun, dimana selama Penggugat
berpisah rumah dengan Tergugat, tidak ada lagi diantara mereka saling
kunjung mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi
Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dimana Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan
bahwa perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak dari suami istri telah pergi
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih dan
tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi
kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat ditemukan bahwa
salah satu alasan perceraian bila telah terjadi berpisah rumah selama lebih dari
2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak ada
niat dari mereka untuk bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada lagi
saling mengunjungi, dimana sejak berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat
terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan
yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan
bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk
dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
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Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera
Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan
Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magelang; dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo,
Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor
7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat
(Xxxx);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Xxxx, Kabupaten Magelang; dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 M,
bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H, oleh kami Dra. Hj.EMMAFATRI,
SH.M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua
Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan H.MASRUKHIN, SH, M.Ag, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim
anggota tersebut serta dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,
Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota Hakim Anggota,
ttd ttd
Dra. NUR IMMAWATI H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,
ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran Rp. 30.000,-
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2. Biaya P3 Rp. 50.000,
3. Panggilan Rp. 230.000,-
4. Redaksi Rp.  5.000,-
5. Meterai Rp.  6.000.-
Jumlah Rp. 321.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh PIt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH MUHTARUDDIN
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